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Deklarasi Philadelphia (1944)
Kedamaian universal dan abadi
hanya dapat dibangun bila
didasarkan pada keadilan sosial.

N
APA ITU ILO?

International Labour Organization (Organisasi Perburuhan
Internasional/ILO) didirikan pada tahun 1919.

ILO adalah badan khusus yang mengembangkan dan
menetapkan standar di bawah naungan sistem Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi
hidup dan kerja semua pekerja di dunia tanpa diskriminasi
berdasarkan ras, jender atau asal usul sosial. ILO meyakini bahwa
kemiskinan di mana pun dapat membahayakan kesejahteraan.

ILO mengadopsi konvensi atau perjanjian, serta membantu
pemerintahan dan badan-badan lainnya dalam penerapannya.
Hingga Januari 2003, ILO sudah mengadopsi 184 konvensi
mengenai beragam isu, seperti kondisi kerja, perlindungan
kehamilan, diskriminasi, kebebasan berserikat, dan jaminan
sosial.

Pada tahun 1969, ILO dianugerahi hadiah Nobel untuk
Perdamaian atas kerjanya.

ILO adalah badan yang unik di antara badan-badan PBB lainnya,
karena tidak hanya terdiri dari perwakilan pemerintah. ILO
memiliki tiga mitra: pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Tripartit

Pengusaha

Penerintah Pekerja

ILO dibangun berdasarkan dialog dan kerja sama di antara
ketiga mitra ini, di mana tiap perwakilan mengambil keputusan
secara bebas.

Pada tahun 1945, PBB didirikan. Pada tahun 1946, ILO menjadi
badan pertama yang tergabung dalam sistem PBB.



Organ ILO

KONFERENSI PERBURUHAN
INTERNASIONAL
Rapat tahunan: Juni
Negara anggota 178

BADAN PENGURUS
Bertemu tiga kali dalam setahun
56 anggota
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1920-an

ILO memfokuskan perhatiannya
pada kondisi kerja para pekerja
pedesaan.

1930

Konvensi tentang Pelarangan Kerja
Paksa (No. 29).

- s
1952-1972

ILO memimpin Program Andean
Indian.

1953

ILO mempublikasikan kajian tentang
Penduduk Asli: Kondisi Hidup dan
Kerja Penduduk Asli di Negara-negara
Merdeka.
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1957

Konvensi ILO mengenai Masyarakat
Hukum Adat (No. 107) diadopsi.

Dari 27 ratifikasi, 18 masih berlaku.

Y. |
1980-an

Konvensi ILO No. 107

dikritik karena mendorong asimilasi dan
integrasi.

1982

Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat
Adat.
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1986

Rapat para ahli ILO untuk merevisi
Konvensi No. 107.

1987-1989

Proses revisi/adopsi
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1989

Konvensi ILO mengenai Masyarakat
Hukum Adat (No. 169) diadopsi.

Setidaknya 17 ratifikasi dilakukan
hingga Januari 2003.
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KEBIJAKAN UMUM
(pasal 1-12)

PERSOALAN SUBSTANTIF
(pasal 13-32)

ADMINISTRASI
(pasal 33)




Pasal 1.1.

Konvensi ini berlaku untuk:

a) Masyarakat hukum adat yang
berdiam di negara-negara
merdeka, di mana kondisi sosial,
budaya dan ekonominya
membedakan mereka dari
bagian-bagian lain di negara
tersebut dan statusnya diatur
baik seluruhnya atau sebagian
oleh masyarakat adat dan tradisi
masyarakat adat tersebut atau
dengan hukum atau peraturan
tertentu.

Masyarakat yang berdiam di
negara merdeka, yang dianggap
sebagai masyarakat hukum
adat berdasarkan catatan
tentang garis keturunan mereka
dari populasi yang tinggal di
negara itu, atau suatu daerah
geografis di mana negara itu
terletak, pada saat terjadi
pendudukan atau kolonisasi atau
didirikannya batas-batas negara
saat ini dan yang tanpa
tergantung pada status
hukumnya, mempertahankan
sebagian atau keseluruhan dari
lembaga sosial, ekonomi,
budaya dan politik mereka
sendiri.




- mm
Pasal 1.2.

Pengakuan diri sebagai masyarakat
hukum adat akan dianggap sebagai
kriteria mendasar untuk menentukan
kelompok di mana provisi konvensi ini
berlaku.

Akhz girl i Peonpsaly
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Pasal 1.3.

Penggunaan istilah “masyarakat”
dalam konvensi ini tidak boleh
dianggap sebagai berdampak
apapun sehubungan dengan hak-hak
yang mungkin tercantum dalam
syarat di bawah hukum
internasional.




Pembukaan

Mengakui aspirasi dari masyarakat
untuk menggunakan kekuasaan atas
lembaga, cara hidup dan pembangunan
ekonomi mereka sendiri, dan untuk
memelihara dan mengembangkan
identitas, bahasa, agama mereka dalam
kerangka kerjadi negara tempat
mereka tinggal.

Mengelola Sendiri
Masyarakat hukum adat harus
memiliki kesempatan dan
kemungkinan yang sebesar-
besarnya untuk mengelola dan
mengontrol kehidupan mereka
serta untuk menentukan masa
depan mereka sendiri.




Pasal 2.1.

Pemerintah harus bertanggung-
jawab untuk mengembangkan,
dengan mengikutsertakan
masyarakat terkait, tindakan
terkoordinasi dan sistematis untuk
melindungi hak-hak masyarakat
tersebut dan untuk menjamin rasa
hormat terhadap integritas mereka.




Pasal 33.1.

Otoritas pemerintahan yang
bertanggung jawab atas hal-hal yang
tercakup dalam konvensi ini akan
memastikan keberadaan badan-badan
atau mekanisme lain yang sesuai untuk
menjalankan program yang
menyangkut penduduk terkait, dan akan
memastikan bahwa mereka memiliki
prasarana yang diperlukan untuk
pemenuhan yang tepat dari fungsi-
fungsi yang ditugaskan pada mereka.
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Pasal 3.

1. Masyarakat hukum adat berhak
menikmati semua hak-hak asasi
manusia dan kebebasan
mendasar tanpa halangan
ataupun diskriminasi.

Ketentuan konvensi ini akan
diterapkan tanpa diskriminasi
terhadap anggota laki-laki atau
perempuan dalam kelompok
penduduk asli atau masyarakat
tersebut.

2. Tidak ada satupun bentuk
kekerasan atau paksaan yang
bertentangan dengan HAM dan
kebebasan mendasar dari
penduduk terkait, termasuk hak-
hak yang terkandung dalam
konvensi ini.

Wi woman

N
Hak-hak Mendasar

Masyarakat hukum adat menikmati semua hak asasi manusia
dan kebebasan mendasar, seperti halnya orang lain. Hal ini
meliputi hak-hak dasar seperti hak untuk kebebasan dan
persamaan, juga hak atas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
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Pasal 4.1.

Tindakan-tindakan khusus akan diambil
untuk menjaga keselamatan individu,
institusi, properti, pekerja, budaya dan
lingkungan masyarakat hukum adat.

||
Pasal 4.2.

Tindakan-tindakan khusus tersebut tidak
akan bertentangan dengan keinginan
dari masyarakat hukum adat yang
diekspresikan secara bebas.

Tindakan-tindakan Khusus

Kebudayaan dan cara hidup masyarakat hukum adat seringkali
berbeda dari penduduk lain di negara tersebut. Dan mereka
mungkin mengalami diskriminasi karena memiliki
kebudayaan, tradisi dan nilai yang berbeda. Sebagai hasilnya,
banyak masyarakat hukum adat mengalami kepunahan
budaya.

Konvensi No. 169 diadopsi guna menanggapi kondisi
masyarakat hukum adat yang rentan. Konvensi ini memerlukan
tindakan-tindakan khusus yang diambil untuk melindungi
institusi, properti, kebudayaan dan lingkungan masyarakat
hukum adat.

Tujuan dari tindakan-tindakan khusus ini adalah untuk
meningkatkan kondisi hidup masyarakat hukum adat ke
tingkat yang sama dengan penduduk lainnya di negara
tersebut, dan untuk melindungi kebudayaan dan tradisi
mereka. Hal ini akan dilakukan dengan menghormati identitas
sosial dan budaya, adat, tradisi dan institusi mereka, dan sesuai
dengan keinginan mereka sendiri.

Caast Sadich, Briteh Calumkia
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Pasal 6.1.

Dalam mempergunakan ketentuan
dalam konvensi ini, pemerintah

akan:

(A) Berkonsultasi dengan
masyarakat terkait, melalui
prosedur yang layak dan khususnya
melalui lembaga perwakilan yang
mereka miliki, manakala langkah-
langkah legislatif atau administratif
yang dapat memberikan dampak
langsung kepada mereka sedang
dalam pertimbangan untuk
ditetapkan.
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Pasal 6.2.

Konsultasi yang dilakukan dalam rangka
penerapan Konvensi ini akan
dijalankan, dengan itikad baik dan
dalam bentuk yang sesuai dengan
kondisi, dengan tujuan meraih
kesepakatan atau persetujuan terhadap
langkah-langkah yang digagaskan.

TUJUAN PERSETUJUAN

DAMPAK LANGSUNG PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT







Pasal 7.1.

Masyarakat terkait memiliki hak untuk
menentukan prioritasnya sendiri dalam
proses pembangunan. Sebab
pembangunan tersebut memengaruhi
kehidupan, kepercayaan, kelembagaan
dan kesejahteraan spiritual serta tanah
yang mereka diami ataupun
pergunakan dan hak untuk menerapkan
kontrol sejauh mungkin atas
perkembangan ekonomi, sosial dan
budaya mereka sendiri.

Selain itu, mereka juga berpartisipasi
dalam penyusunan, penerapan dan
evaluasi rencana dan program untuk
pembangunan nasional dan daerah
yang dapat memengaruhi mereka
secara langsung.




Pasal 6.1.

Dalam menerapkan ketetapan
konvensi ini, pemerintah akan:

(B) Membangun cara di mana
masyarakat tersebut dapat bebas
berpartisipasi, setidaknya sampai ke
tingkat yang sama dengan bagian
penduduk lainnya, di semua
tingkatan pengambilan keputusan di
lembaga pemilihan dan badan
adminsitrasi serta badan lainnya
yang bertanggung jawab untuk
kebijakan dan program yang terkait
dengan masyarakat hukum adat
tersebut.

(Q) Menentukan cara untuk
pengembangan sepenuhnya
lembaga dan prakarsa masyarakat

ini, dan dalam kasus-kasus yang
layak menyediakan sumber daya
yang dibutuhkan untuk tujuan ini.







- mm
Pasal 2.2.

Tindakan pemerintah untuk
menerapkan konvensi ini meliputi:

(Q) Membantu anggota masyarakat
yang terkait untuk menghapuskan
kesenjangan sosial dan ekonomi
yang mungkin terdapat antara
penduduk asli dan anggota
masyarakat lainnya di negara
tersebut, dengan cara yang sesuai
aspirasi dan cara hidup mereka.

- ==
Pasal 7.2.

Peningkatan kondisi hidup dan
kondisi kerja serta tingkat kesehatan
dan pendidikan masyarakat terkait,
dengan partisipasi dan kerja sama
mereka, akan menjadi sebuah
prioritas dalam perencanaan semua
pembangunan ekonomi di daerah
yang mereka huni. Proyek-proyek
khusus untuk pembangunan daerah
yang bersangkutan juga harus
dirancang untuk mendorong
terjadinya peningkatan tersebut.




Proses
pembangunan

A 4

PARTISIPASI

v

PENILAIAN KEBUTUHAN

A 4

PRIORITAS

A 4

PENYUSUNAN

A 4

PROYEK
PEMBANGUNAN

A 4

PENERAPAN

A 4

MANFAAT

A 4

EVALUASI
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Pasal 7.2.

Masyarakat yang terkait memiliki
hak untuk menentukan prioritas
mereka sendiri dalam proses
pembangunan. Karena hal itu
memengaruhi kehidupan,
kepercayaan, kelembagaan dan
kesejahteraan spiritual serta lahan
yang mereka diami atau
pergunakan, dan memiliki kontrol
sampai ke tingkat yang
memungkinkan atas pembangunan
ekonomi, sosial dan budayanya
sendiri.

Selain itu, mereka berhak
berpartisipasi dalam penyusunan,
penerapan dan evaluasi dari
perencanaan dan program
pembangunan nasional dan daerah
yang dapat berdampak langsung
pada mereka.
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Pasal 7.3.

Pemerintah wajib memastikan kajian

yang dilakukan, bekerja sama
dengan masyarakat terkait, guna
menilai dampak sosial, spiritual, dan
lingkungan dari aktivitas
pembangunan yang direncanakan
terhadap masyarakat tersebut. Hasil
kajian ini akan dipertimbangkan
sebagai kriteria mendasar untuk
penerapan aktivitas ini.




Pasal 2.2.

(B) mendorong perwujudan hak
sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat ini dengan menghormati
identitas sosial dan budaya mereka,
kebudayaan dan tradisi mereka
serta institusi mereka.

Zaemi famiy

32

Adat dan Tradisi

Adat dan tradisi masyarakat hukum adat adalah hal yang
utama dalam banyak kehidupan mereka. Adat dan tradisi
membentuk sebuah bagian yang penting dari kebudayaan
dan identitas masyarakat hukum adat, dan ini berbeda dari
masyarakat lain di negara tersebut. Adat dan tradisi ini bisa
meliputi pemujaan leluhur, upacara keagamaan atau spiritual,
tradisi lisan dan ritual yang telah diturunkan dari generasi ke
generasi. Banyak upacara yang mencakup persembahan
terhadap roh-roh alam dan diadakan untuk menjaga
keseimbangan dengan alam.™

Eksploitasi hutan di timur laut Kamboja menghancurkan dasar
penghidupan masyarakat adat perbukitan di daerah tersebut,
menghancurkan pohon dan tempat tinggal mereka, serta
upacara dan keyakinan yang terkait dengan kedua hal
tersebut. Akibatnya menyebabkan ketidakseimbangan antara
masyarakat dan hutan.®

Musik dan tarian tradisional masyarakat hukum adat juga
merupakan ekspresi penting dari identitas budaya mereka
yang berbeda. Selain itu, bahasa masyarakat hukum adat
seringkali berbeda dari bahasa yang dipakai penduduk lain
di negara tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.
Bahasa ini kerap dijadikan cara untuk mempertahankan
sejarah dan tradisi lisan agar tetap hidup. Terdapat elemen-
elemen dasar dari akar dan identitas masyarakat hukum adat.
Seringkali, sebagai hasil dari kebijakan asimilasi yang
diterapkan sejak kolonialisasi, penduduk asli kehilangan
bahasa dan simbol-simbol budaya mereka secara tidak
sengaja. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa
Konvensi No. 169 tidak meminta sebuah bahasa tertentu
digunakan untuk dapat diakui sebagai seorang penduduk asli.
Melainkan, konvensi ini mendorong untuk menjunjung dan
mengembangkang nilai-nilai budaya mereka.

Manifestasi yang dapat terlihat atas kebudayaan dan tradisi
masyarakat hukum adat adalah pakaian mereka, yang
seringkali berbeda dari penduduk lainnya, dan biasanya
terbuat dari sumber daya alam yang tersedia. Misalnya kulit
anjing laut yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Inuit,
kulit dan bulu rusa kutub oleh masyarakat hukum adat Saami,
dan pakaian yang ditenun dengan tangan oleh masyarakat
hukum adat di Bolivian Andes, Laos dan Thailand.

15 UN . Kertas Kerja Human Rights of Indigenous Peoples. Indigenous Peoples and
their Relationship to Land. Preliminary oleh Mrs. Erica-Irene Daes, Pelapor Khusus.
E/CN.4/Sub.2/1997/17. Jenewa 1997, hal.3-6.

16 UNDP. Highland Peoples Programme. Background Document RAS/93/13. 1997,
hal. 15-18
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Pembukaan

[...] Mengimbau perhatian atas
kontribusi tersendiri dari masyarakat
hukum adat pada keragaman

budaya, keseragaman sosial dan
ekologis umat manusia serta pada
kerjasama dan pengertian
internasional, [...]

—  mm
Pasal 4.1.

Tindakan-tindakan khusus harus
diambil untuk menjaga individu,
institusi, properti, buruh, budaya
dan lingkungan orang-orang terkait
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Pasal 8.1.

Dalam menerapkan hukum dan
peraturan nasional dari penduduk
terkait, pertimbangan yang layak harus
diberikan pada hukum adat atau hukum
yang berlaku umum bagi mereka.

- =
Pasal 8.2.

Masyarakat ini akan memperoleh hak
untuk mempertahankan adat dan
kelembagaan mereka, apabila sesuai
dengan hak-hak mendasar yang
ditentukan oleh sistem hukum nasional
dan hak asasi manusia yang diakui
secara internasional. Prosedurnya akan
ditentukan, kapan pun diperlukan, untuk
menyelesaikan konflik yang mungkin
muncul karena penerapan prinsip ini.




Pasal 9.1.

Hingga sebatas masih sesuai
dengan sistem hukum nasional serta
HAM yang diakui dunia
internasional, metode-metode yang
umumnya digunakan oleh penduduk
terkait untuk menangani
pelanggaran yang dilakukan oleh
para anggotanya akan dijunjung

tinggi.
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Pasal 9.2.

Adat masyarakat ini dalam hal
hukuman harus dipertimbangkan

oleh pihak yang berwenang dan
pengadilan yang menangani kasus
semacam itu.

Pasal 10.1.

Dalam menerapkan hukuman yang
diturunkan dari hukum yang umum
terhadap anggota masyarakat ini,
pertimbangan harus diambil dari
karakteristik ekonomi, sosial dan
budaya mereka.

Pasal 10.2.

Preferensi harus diberikan pada
metode pemberian hukuman selain
pemenjaraan.
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Pasal 12.

Penduduk terkait harus dilindungi
terhadap pelecehan atas hak-hak
mereka dan harus dapat mengambil
tindakan hukum, baik secara individu
maupun melalui badan-badan
perwakilan mereka, untuk mendapat
perlindungan yang efektif atas hak-hak
tersebut. Langkah-langkah harus
diambil guna memastikan bahwa
anggota mayarakat ini dapat
memahami dan dipahami dalam
perkara hukum. Bila perlu melalui
penyediaan perjemah atau dengan cara
lain yang efektif.
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Pasal 13.1.

Dalam menerapkan ketentuan dari
bagian dalam konvensi ini,
pemerintah harus menghormati
pentingnya nilai-nilai budaya dan
spiritual penduduk terkait dalam
hubungan mereka dengan tanah
atau daerah, atau keduanya bila
perlu, yang mereka tinggali atau
gunakan, dan terutama aspek
gabungan dari hubungan ini.

-
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Pasal 13.2.

Penggunaan istilah “tanah” dalam
Pasal 15 dan 16 harus
mengikutsertakan konsep daerah,
yang mencakup keseluruhan
lingkungan dari area yang ditinggali
atau digunakan oleh penduduk terkait.

Karen spinil heuse
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Pasal 14.1.

Hak-hak kepemilikan dari penduduk
terkait atas tanah yang secara
tradisional telah mereka tempati
akan diakui. Selain itu, langkah-
langkah akan diambil dalam kasus-
kasus yang melindungi hak
penduduk terkait dalam penggunaan
tanah yang tidak mereka tinggali
secara ekslusif, namun biasanya
dapat mereka masuki untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan
kegiatan tradisional. Perhatian besar
harus diberikan pada situasi
masyarakat nomadis dan para
petani berpindah dalam hal ini.

Pasal 17.1.

Prosedur yang ditentukan oleh
penduduk terkait untuk pengalihan
hak atas tanah di antara mereka
sendiri akan diakui.
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Pasal 14.2.

Pemerintah harus mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk
mengidentifikasi lahan yang biasanya
ditempati penduduk terkait, dan untuk
menjamin perlindungan efektif dari hak-
hak mereka atas kepemilikan.

|
Pasal 14.3.

Prosedur yang layak harus diadakan di
dalam sistem hukum nasional untuk
menyelesaikan sengketa tanah oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.







Pasal 17.3.

Orang yang bukan bagian dari
masyarakat hukum adat akan dicegah
untuk memanfaatkan kebiasaan
penduduk atau memanfaatkan
kurangnya pemahaman penduduk atas
hukum untuk mengambil kepemilikan
atau penggunaan lahan yang dimiliki
oleh penduduk tersebut.

Pasal 18.

Hukuman yang memadai akan
ditetapkan atas penggunaan lahan
penduduk terkait yang tidak sah, dan
pemerintah akan mengambil langkah-
langkah untuk mencegah pelanggaran
serupa.

Mengenai pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat
hukum adat, konvensi ini menuntut adanya tindakan-tindakan
khusus yang diambil guna melindungi hak masyarakat hukum
adat atas tanah. Hal ini meliputi elemen-elemen, seperti:

e  Kebutuhan untuk menghormati hubungan masyarakat
hukum adat dengan tanah mereka.

e  Pengakuan hak tradisional mereka atas pemilikan dan
kepemilikan tanah mereka, meliputi aspek individual
dan kolektif.

e Kebutuhan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang
menjadi milik masyarakat hukum adat.

e  Kebutuhan untuk melindungi tanah masyarakat hukum
adat dari:

A) Orang lain yang datang ke tanah ini untuk
keuntungan mereka sendiri tanpa izin dari pihak
berwenang terkait. Seperti di Brazil, para
penambang emas tidak terdaftar (garimpeiros),
menginvasi wilayah Yanomami. ¢

B) Orang luar yang mencoba mengambil tanah
masyarakat hukum adat melalui penipuan atau
cara-cara tidak jujur lainnya.

Konvensi ini juga menyatakan bahwa masyarakat hukum adat
memiliki hak untuk memberikan tanah dari satu generasi ke
generasi lain, sesuai dengan adat komunitas mereka sendiri.
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36 ILO. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations. Jenewa 1995, hal. 288; dan ibid., 1996, hal. 267; dan ibid.,
1998, hal. 316
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Pasal 7.4.

Pemerintah akan mengambil
tindakan-tindakan, dalam kerjasama
dengan masyarakat terkait, untuk
melindungi dan melestarikan
lingkungan yang mereka tempati.
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Pasal 15.1.

Hak-hak masyarakat terhadap
sumber daya alam sehubungan
dengan tanah mereka harus dijaga
dengan sangat baik. Hak-hak ini
termasuk hak rakyat untuk ikut serta
dalam penggunaan, pengelolaan,
perlindungan dan pelestarian sumber
daya tersebut.
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Pasal 15.2.

Dalam hal di mana negara
mempertahankan kepemilikan atas
sumber daya mineral atau sumber
daya bawah tanah atau hak terhadap
sumberdaya lain yang berhubungan
dengan lahan, pemerintah akan
menerapkan atau mempertahankan
prosedur. Di mana mereka akan
berkonsultasi dengan masyarakat ini,
untuk mengetahui seberapa jauh opini
terhadap kepentingan mereka telah
merebak, sebelum menjalankan atau
mengizinkan program apapun untuk
mengeksplorasi atau mengeksploitasi
sumber daya sehubungan dengan
lahan mereka. Penduduk yang terkait
akan berupaya sedapat mungkin untuk
ikut serta dalam mengambil
keuntungan dari kegiatan seperti itu,
dan akan menerima ganti rugi yang
memadai untuk setiap kerusakan yang
mungkin mereka alami akibat dari
kegiatan seperti itu.
















Pasal 16.1.

Sesuai dengan paragraf dari pasal
ini, masyarakat yang terkait tidak
boleh dipindahkan dari tanah yang
mereka diami saat ini.

Pasal 16.2.

Jika relokasi penduduk tersebut
dianggap perlu sebagai tindakan
yang bersifat pengecualian, maka
perpindahan seperti itu hanya akan
dilakukan dengan persetujuan
secara sukarela dan berdasarkan
informasi yang jelas dari mereka.
Bila persetujuan mereka tidak
diperoleh, maka perpindahan seperti
itu hanya akan terjadi setelah
melalui prosedur yang layak yang
ditentukan oleh UU dan peraturan
nasional. Termasuk informasi umum
bila perlu, yang memberikan
peluang untuk pewakilan yang
efektif atas masyarakat terkait.
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Pasal 16.3.

Dimungkinkan, masyarakat tersebut
akan mendapatkan hak untuk kembali
ke tanah leluhur mereka, begitu
alasan-alasan relokasi tersebut tidak
berlaku lagi.
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Pasal 16.4.

Bila kepulangan tersebut tidak
dimungkinkan, seperti yang ditentukan
dalam kesepakatan atau karena tidak
adanya kesepakatan melalui prosedur
yang sesuai, maka masyarakat tersebut
akan menerima lahan dengan kualitas
dan status hukum yang setidaknya
setara dengan lahan yang mereka huni
sebelumnya, yang layak untuk
memberi mereka nafkah saat ini dan
untuk perkembangan selanjutnya. Jika
masyarakat terkait lebih menyukai
kompensasi dalam bentuk uang atau
jasa, mereka akan diberi kompensasi
dengan jaminan yang layak.
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Pasal 16.5.

Penduduk yang direlokasikan seperti itu
akan mendapat kompensasi untuk
setiap kerugian ataupun dampak yang
diakibatkan relokasi tersebut.




INFORMASI
MENGENAI SEM

MASYARAKAT HU
SETUJU
TERHADAP RELO

RELOKASI DILAKUKAN

HAK UNTUK KEMBALI
DIMUNGKINKAN
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Pasal 23.1.

Kerajinan tangan, industri pedesaan
yang berbasis masyarakat, ekonomi sub
sistem serta kegiatan tradisional dari
penduduk terkait, seperti berburu,
menangkap ikan, menangkap satwa liar
maupun berkumpul, akan dianggap
sebagai faktor-faktor penting dalam
pelestarian kebudayaan serta
kemandirian dan perkembangan
ekonomi mereka. Pemerintah, dengan
partisipasi dari masyarakat tersebut,
jika sesuai akan memastikan bahwa
kegiatan tersebut dapat diperkuat dan
didorong.
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Pasal 14.1.

Hak-hak kepemilikan masyarakat
terkait atas tanah yang mereka
tinggali sejak dahulu akan diakui.
Selain itu, langkah-langkah akan
diambil untuk melindungi hak
penduduk terkait dalam
menggunakan tanah yang tidak
mereka tinggali secara ekslusif.
Mereka biasanya dapat masuk
untuk memenuhi kebutuhan
hidup dan kegiatan tradisional.
Dalam hal ini perhatian besar harus
diberikan pada situasi masyarakat
nomadis dan para petani
berpindah.
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Pasal 19.

Program-program pertanian
nasional akan memberikan
perlakuan yang setara pada
penduduk terkait dengan yang
diberikan pada sektor populasi
lainnya, sehubungan dengan:

A) Penyediaan lebih banyak lahan
bagi penduduk tersebut ketika
mereka tidak memiliki area yang
diperlukan untuk penyediaan
kebutuhan hidup sehari-hari,
atau untuk kemungkinan
pertumbuhan populasi mereka.

B) Penyediaan prasarana yang
dibutuhkan untuk mendorong
perkembangan lahan yang
sudah dimiliki masyarakat.
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Pasal 23.2.

Atas permintaan masyarakat terkait,
bantuan teknis dan keuangan yang
tepat akan diberikan dengan
memerhatikan karakteristik teknologi
dan budaya tradisional masyarakat
tersebut, juga pentingnya
pengembangan yang berkelanjutan dan
adil.




Pasal 22.1.

Akan diambil tindakan-tindakan
untuk mendorong partisipasi
sukarela dari masyarakat terkait
dalam program pelatihan kejuruan
untuk aplikasi umum.

Pasal 22.2.

Jika program pelatihan kejuruan
untuk aplikasi umum yang sudah
ada tidak memenuhi kebutuhan
khusus masyarakat terkait,
pemerintah dengan bantuan dan
partisipasi dari masyarakat itu,
memastikan tersedianya program
dan fasilitas pelatihan khusus.
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Pasal 22.3.

Program pelatihan khusus apapun
akan didasarkan pada kondisi
lingkungan ekonomi, sosial dan
budaya serta kebutuhan praktis dari
penduduk terkait. Kajian apapun
yang diadakan berkaitan dengan hal
ini akan dilakukan secara kerja sama
dengan masyarakat tersebut.
Pengorganisasian dan pengoperasian
programnya juga akan
dikonsultasikan. Jika dimungkinkan,
masyarakat secara bertahap akan
mengambil tanggung jawab atas
organisasi dan operasional program
pelatihan khusus ini.




Pasal 20.1.

Pemerintah dalam kerangka kerja
undang-undang dan peraturan nasional,
serta dalam kerja sama dengan
penduduk terkait, mengadopsi langkah-
langkah khusus untuk memastikan
perlindungan yang efektif
sehubungan dengan penerimaan dan
kondisi kepegawaian para pekerja yang
termasuk dalam masyarakat tersebut,
hingga pada batas di mana mereka
tidak terlindungi secara efektif oleh
undang-undang yang dapat diterapkan
kepada para pekerja secara umum.

Pasal 20.2.

Pemerintah akan berupaya semaksimal
mungkin untuk mencegah diskriminasi
apapun kepada para pekerja yang
tergabung dalam penduduk terkait dan
pekerja lainnya, terutama dalam hal:

A) Penerimaan sebagai pekerja,
termasuk pekerja terampil, langkah-
langkah kenaikan pangkat serta
kemajuan karier.

Gaji yang setara untuk pekerja
yang memiliki kemampuan setara.

Bantuan medis dan sosial,
keselamatan dan kesehatan tempat
kerja, semua jaminan kesejahteraan
sosial serta tunjangan pekerjaan
lainnya, dan perumahan.

Hak untuk berorganisasi serta
kebebasan untuk melakukan semua
kegiatan serikat buruh sesuai aturan
hukum, dan hak untuk menutup
kesepakatan bersama dengan para
pekerja atau organisasi pekerja.
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Pasal 20.3.

Tindakan-tindakan yang diambil
akan mengikutsertakan langkah-
langkah guna memastikan:

A) Bahwa pekerja yang tergabung
dalam masyarakat terkait,
termasuk pekerja musiman,
non-formal, migran di bidang
pertanian dan lapangan kerja
lainnya, serta mereka yang
dipekerjakan oleh kontraktor
buruh, mendapat perlindungan
yang diberikan oleh undang-
undang dan praktik nasional
seperti yang diterima oleh
pekerja lainnya di sektor yang
sama. Mereka juga menerima
penjelasan sepenuhnya tentang
hak di bawah undang-undang
perburuhan dan tentang
prasarana untuk pemulihan
yang tersedia bagi mereka.

Bahwa pekerja yang termasuk
dalam masyarakat ini tidak
mendapatkan kondisi tempat

kerja yang berbahaya bagi
kesehatan, terutama melalui
paparan terhadap pestisida atau
senyawa beracun lainnya.

Bahwa pekerja yang termasuk
dalam masyarakat ini tidak
mengalami sistem perekrutan
dengan paksaan.

Bahwa pekerja yang termasuk
dalam masyarakat ini mendapat
kesempatan serta perlakuan
yang setara dalam pekerjaan
untuk laki-laki dan
perempuan, dan perlindungan
dari perlecehan seksual.
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Pasal 20.4.

Yang harus benar-benar diperhatikan
adalah pembentukan layanan
pengawasan ketenagakerjaan yang
memadai di area, di mana pekerja
yang tergabung dalam masyarakat
terkait itu bekerja dengan bayaran,
untuk memastikan dipatuhinya
ketentuan dari bagian konvensi ini.
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Pasal 25.2.

Layanan kesehatan sejauh mungkin
harus didasarkan pada masyarakat.
Layanan ini direncanakan dan
diterapkan atas kerja sama dengan
penduduk terkait dengan
memerhatikan kondisi ekonomis,
geografis, sosial dan budaya,
termasuk perawatan dan
pencegahan, praktik
penyembuhan juga obat-obatan
tradisional mereka.
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Pasal 25.1.

Pemerintah memastikan bahwa
layanan kesehatan yang
memadai tersedia bagi masyarakat
terkait, atau menyediakan sarana
agar memungkinkan mereka
merancang dan memberikan
layanan kesehatan di bawah
tanggung jawab dan kontrol
mereka sendiri. Sehingga mereka
dapat menikmati standar kesehatan
fisik dan mental tertinggi.
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Pasal 25.3.

Sistem pelayanan kesehatan akan
memberi preferensi pada pelatihan
dan dipekerjakannya pekerja

kesehatan masyarakat lokal, yang
berfokus pada perawatan kesehatan
primer sambil mempertahankan
hubungan erat dengan tingkatan lain
dari layanan perawatan kesehatan.
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Pasal 25.4.

Penyediaan layanan kesehatan akan
dikoordinasikan dengan langkah-
langkah sosial, ekonomi dan budaya

di negara itu.
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Pasal 24.

Program-program jaminan
kesejahteraan sosial akan diperluas
secara bertahap untuk menjangkau
masyarakat terkait, dan diterapkan
tanpa diskriminasi terhadap mereka.
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Pasal 26.

Langkah-langkah diambil untuk
memastikan bahwa anggota
masyarakat terkait mendapat
kesempatan untuk memperoleh
pendidikan pada semua tingkat.
Setidaknya kesempatan yang
setara dengan anggota masyarakat
nasional lainnya.

Pasal 27.1.

Program dan layanan pendidikan
untuk masyarakat terkait akan
dikembangkan dan diterapkan
dengan bekerja sama dengan
mereka untuk memenuhi
kebutuhan khusus mereka. Dan

itu akan memadukan sejarah,
pengetahuan dan teknologi, sistem
nilai moral serta aspirasi sosial,
ekonomi dan budaya mereka.
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Pasal 28.3.

Tindakan-tindakan akan diambil untuk
melestarikan dan mendorong
perkembangan serta pemakaian
bahasa asli dari masyarakat terkait.




Pasal 28.1.

Anak-anak yang berasal dari
masyarakat terkait, bila
memungkinkan akan diajarkan cara
membaca dan menulis dalam
bahasa asli mereka sendiri atau
dalam bahasa yang paling banyak
digunakan oleh kelompok di mana
mereka berada. Bila hal ini tidak
dimungkinkan, otoritas yang
berwenang akan berkonsultasi
dengan masyarakat yang berfokus
pada penggunaan langkah-langkah
ini agar tepat sasaran.

Antara tahun 1982 dan 1984, sebuah program pendidikan
khusus dikembangkan oleh penduduk asli di Oaxaca, Meksiko,
dengan bantuan para ahli bahasa. Tujuan utama dari program
ini adalah untuk mendorong kemampuan membaca dan menulis
dalam bahasa Mixe. Selain itu juga untuk mengembangkan
alfabet Mixe yang seragam, dan untuk membantu
pembangunan di berbagai bidang seperti hukum dan kesehatan.
Program pendidikan ini memasukkan pengetahuan para tetua,
matematika dan sistem pertanian Mixe, serta pelatihan hukum
untuk mempertahankan kepemilikan tanah komunal. Penduduk
asli dapat berpartisipasi dan mengekspresikan opini mereka.
Program ini diteruskan sampai Juli 1998.57

Di banyak negara, sebelumnya tidak ada fasilitas bagi masyarakat
hukum adat untuk belajar membaca dan menulis dalam bahasa
mereka sendiri. Bahkan kadangkala mereka dicegah untuk
berbicara dalam bahasanya. Di beberapa negara, seperti
Bangladesh dan Thailand, persoalan ini belum diselesaikan.
Akibatnya, banyak bahasa masyarakat hukum adat yang telah
hilang atau hilang secara perlahan-lahan.®®

Di antara masyarakat hukum adat kini terdapat kesadaran yang
semakin meningkat akan kebutuhan untuk mempertahankan
bahasa mereka. Permintaan untuk memprakarsai pendidikan
bahasa masyarakat hukum adat juga semakin meningkat. Di
French Guyana, misalnya, program menciptakan sebuah sistem
penulisan telah diprakarsai di antara masyarakat Kalina.

67 Robles Hernandez, S. “Our Experience in Popular Education” In:King, L. (Ed).
Reflecting Visions. New Perspectives on Adult Education for Indigenous Peoples.
Hamburg, 1998, hal. 136-139.

68 Lihat pidato perwakilan masyarakat hukum adat di sesi ke-16 dari UN Working
Group on Indigenous Populations tahun 1998 (didokumentasikan UN). Lihat juga
King, L., 1998, hal. 125.
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Pasal 28.2.

Langkah-langkah yang memadai akan
diambil untuk memastikan bahwa
masyarakat ini mendapat kesempatan
untuk meraih kecakapan dalam
bahasa nasional atau dalam salah satu
bahasa resmi negara.
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Pasal 29.

Penyebaran pengetahuan dan
keahlian umum akan membantu
anak-anak dari masyarakat terkait
untuk berpartisipasi secara penuh.
Baik pada tingkat yang setara di
dalam masyarakat mereka sendiri
atau di dalam masyarakat nasional,
sehingga akan menjadi tujuan
pendidikan bagi masyarakat
tersebut.




Pasal 27.2.

Pihak yang berwenang
memastikan pelatihan anggota
masyarakat ini juga keikutsertaan
mereka dalam formulasi serta
penerapan program pendidikan,
terfokus pada perpindahan
bertahap dari tanggung jawab
atas penerapan program ini pada
penduduk sesuai kebutuhan.

Pasal 27.3.

Selain itu, pemerintah akan
mengakui hak-hak masyarakat
tersebut untuk mendirikan
lembaga pendidikan mereka
sendiri beserta fasilitasnya.
Dengan catatan lembaga ini
memenuhi standar minimum yang
ditentukan oleh otoritas yang
berwenang dengan tetap
berkonsultasi kepada penduduk.
Sumber daya yang memadai akan
disediakan untuk tujuan ini.
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Pasal 31.

Langkah-langkah di bidang pendidikan
akan diambil dalam semua bagian dari
penduduk secara nasional, dan
terutama di antara mereka yang
berhubungan langsung dengan
masyarakat terkait. Tujuannya adalah
untuk menghilangkan prasangka
yang salah yang mungkin ada pada
diri mereka tentang masyarakat ini.
Untuk itu, harus diupayakan bahwa
buku pelajaran sejarah dan materi
pelajaran lainnya memberikan
gambaran yang adil, akurat dan
informatif tentang berbagai macam
masyarakat serta budayanya.




Pasal 32.

Pemerintah kedua negara akan
mengambil langkah-langkah tepat,
termasuk dengan menggunakan
kesepakatan internasional. Ini
untuk memudahkan hubungan
dan kerja sama lintas perbatasan
antara penduduk asli dan
masyarakat adat, termasuk
kegiatan di bidang ekonomi, sosial,
budaya, spiritual dan lingkungan.
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Pasal 37.

Pengesahan resmi konvensi ini
dikomunikasikan kepada Direktur
Jenderal Kantor Perburuhan
Internasional (International Labour
Office) untuk didaftarkan.

Pasal 38.1.

Konvensi ini hanya bersifat mengikat
terhadap para anggota dari Interna-
tional Labour Organization yang
pengesahannya telah didaftarkan
pada Direktur Jenderal.




Proses
Ratifikasi

PEMERINTAH

v

v

PENDAFTARAN FORMAL

A 4

BERLAKU:
SATU TAHUN SESUDAHNYA
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Pasal 36.

Konvensi ini mengubah Konvensi
Masyarakat Hukum Adat, 1957 (Indig-
enous and Tribal Populations Conven-
tions, 1957)




Apa yang terjadi ketika suatu negara sebelumnya
meratifikasi Konvensi ILO No. 107 dan sekarang
meratifikasi Konvensi No.169?







INFORMASI DAN LAPORAN BERKALA DARI
PEMERINTAH, SERTA KOMENTAR DARI PENGUSAHA
DAN PEKERJA

KOMITE PARA AHLI MENGENAI PENERAPAN KONVENSI
DAN REKOMENDASI

PERMINTAAN LANGSUNG PENGAMATAN

DIPUBLIKASIKA
KEPADA PEMERINTAH UBLIKASIKAN
DALAM LAPORAN 111 (1 A)

KOMITE KONFERENSI TRIPARTIT
PEMERINTAH + PENGUSAHA + PEKERJA

KONFERENSI BURUH INTERNASIONAL













Pendekatan Inovatif
SAAMI PARLIAMENT PEMERINTAH NORWEGIA
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Proyek untuk Mendorong
Kebijakan ILO mengenai

Penduduk Asli dan
Masyarakat Ad

TUJUAN:

MENINGKATKAN
KESADARAN AKAN
KERJA 1LO TERKAIT
DENGAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT

MENDORONG
PENERAPAN
STANDAR-STANDAR
ILO

CARA:

PEMBANGUNAN
KAPASITAS

NASIHAT-NASIHAT
KEBIJAKAN

PELATIHAN,
LOKAKARTA

FOKUS:

LINTAS DAERAH

PENEKANAN DI
AFRIIKA DAN ASIA
SELATAN SERTA ASIA
TENGGARA

Saat ini, ILO memiliki dua program bantuan teknis untuk
masyarakat hukum adat:

1. Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai
Masyarakat Hukum Adat- Project to Promote ILO
Policy on Indigenous and Tribal Peoples (sejak 1996)

Proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan standar-
standar ILO sehubungan dengan masyarakat hukum adat. Proyek
ini dikembangkan untuk menanggapi permintaan bantuan oleh
negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi No. 169 atau
sedang mempertimbangkan untuk meratifikasinya. Serta
permintaan lain atas informasi lebih lanjut mengenai ILO dan
kerjanya dengan masyarakat hukum adat. Proyek ini memulai
kerjanya pada 1996 dan terus beroperasi, berdasarkan dukungan
Badan Pembangunan Internasional Denmark-Danish International
Development Agency (DANIDA).

Komponen-komponen utama kerja proyek ini adalah:

1. Aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kesadaran.

2. Memperkuat kapasitas pemerintah dan penduduk asli
serta masyarakat adat supaya dapat menanggapi
kebutuhannya dengan lebih baik.

3. Publikasi materi-materi mengenai ILO dan kinerjanya
dengan masyarakat hukum adat dan Konvensi ILO No.
169, seperti publikasi panduan ini.

Proyek ini telah bekerja dengan mitra-mitra ILO (pemerintah,
organisasi pekerja dan organisasi pengusaha), organisasi
masyarakat hukum adat dan LSM-LSM di sejumlah negara. Afrika
dan Asia diidentifikasi sebagai daerah prioritas berdasarkan hasil
penilaian kebutuhan selama periode awal penerapan proyek ini.
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Di bawah ini adalah daftar berbagai aktivitas utama yang
dilakukan Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO mengenai
Masyarakat Hukum Adat antara 2000 dan 2003, dan aktivitas
yang sedang berlangsung sampai publikasi ini diterbitkan:

Asia

Di India, proyek ini menyelenggarakan sebuah seminar
nasional dan kajian untuk membandingkan undang-undang
nasional dan negara bagian yang relevan di India dengan
Konvensi ILO terkait dengan Masyarakat Hukum Adat. Mereka
juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Urusan
Masyarakat Adat-Ministry of Tribal Affair (MoTA) dan
Kementerian Ketenagakerjaan mengenai sejumlah isu-isu
relevan.

Di Filipina, proyek ini telah melaksanakan sebuah proyek
penelitian selama satu tahun. Tujuannya adalah untuk
menganalisa perlindungan hukum terhadap penduduk asli di
Filipina dan bagaimana perlindungan hukum ini dapat
diterapkan dengan lebih efektif atau diperkuat. Penelitian ini
melibatkan konsultasi yang luas dengan organisasi penduduk
asli, badan dan pejabat pemerintah terkait, serta penelitian
legislatif lainnya.

Proyek yang bekerja sama dengan LSM penduduk asli (Borneo
Resources Institute Malaysia, atau BRIMAS) juga telah
menyelenggarakan sebuah lokakarya nasional mengenai hak-
hak penduduk asli di Sarawak, Malaysia. Pesertanya meliputi
perwakilan dari Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia.

Di Thailand, proyek ini bekerja dengan organisasi penduduk
asli untuk memperkuat kapasitasnya. Mereka terlibat dalam
sebuah lokakarya nasional mengenai undang-undang Thai
terkait dengan masyarakat hukum adat, dan Konvensi ILO No.
169. Lokakarya nasional tersebut diselenggarakan atas
dukungan dari proyek ini.

Di Kamboja, proyek ini bekerja dengan Komite Kementerian
untuk Pembangunan Masyarakat Dataran Tinggi (Inter-Minis-
terial Committee for Highland Peoples Development) sejak 1998.
Selain menyediakan bantuan teknis pembuatan rancangan
makalah kebijakan mengenai pembangunan masyarakat
dataran tinggi, proyek juga terlibat dalam pembangunan
kapasitas dan pelatihan yang sedang berlangsung untuk IMC.
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